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ABSTRAK 

 

Hak kebebasan berpendapat adalah Hak Asasi Manusia yang 

dilindungi serta dijamin oleh negara. Merujuk pada Pasal 28E Ayat 

(3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Contoh kasusnya yaitu 

seorang warga lampung bernama Bima Yudho mengungkapkan 

kekecewaannya di media sosial atas kinerja pemerintahan Lampung 

khususnya di pemerintahan Kabupaten yang dirasa kurang maksimal 

ia menyatakan kondisi di Lampung yang menurutnya tidak mengalami 

kemajuan mulai dari pendidikan hingga infrastruktur jalan, atas 

konten tersebut Bima Yudho diadukan ke Polda Lampung terkait 

pelanggaran UU ITE ia dituduh mencemarkan nama baik. Melalui 

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini banyak masyarakat yang menganggap 

ini membatasi kebebasan berpendapat dan menutup ruang untuk 

mengeluarkan pendapat, sebab adanya multitafsir dan tidak memiliki 

kepastian hukum yang jelas. Rumusan masalah penelitian ini yaitu 1). 

Bagaimana Implementasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah 

(POLDA) Lampung dalam memberikan perlindungan hukum bagi 

pengguna media sosial dalam kebebasan berpendapat?,2) Bagaimana 

tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah dan hukum positif terhadap 

implementasi perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam 

kebebasan berpendapat? Tujuan penelitian ini 1).Untuk mengetahui 

Implementasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) 

Lampung dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna 

media sosial dalam kebebasan berpendapat 2).Untuk mengetahui 

Tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah dan hukum positif terhadap 

implementasi perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam 

kebebasan berpendapat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research) dengan sifat penelitian deskriptif analisis.Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang kemudian datanya dianalisis secara kualitatif. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi perlindungan hukum 

yang diberikan subdit V cyber crime sudah berjalan dengan cukup 

baik dengan melakukan sosialisasi ke Universitas dan mempunyai 

Komunitas Siber sebagai wadah komunikasi, namun kinerja nya 

belum optimal karena faktor sarana prasarana, sedangkan menurut 

hukum fiqh siyasah tanfidziyyah subdit v cyber crime belum 

memenuhi prinsip-prinsip amanah dan peneggakan keadilan karena 

belum sepenuhnya memberikan kemaslahatan pada masyarakat dan 
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menurut hukum positif belum berjalan dengan optimal karena 

kebebasan berpendapat bukan termasuk non derogablerights yaitu 

Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dibatasi. Oleh sebab itu 

menurut penulis, perlindungan hukum atas kebebasan berpendapat 

baik lisan maupun tulisan tidak dijelaskan secara rinci bagaimana 

wujud perlindungannya. 

 

Kata kunci : Kebebasan Berpendapat, Perlindungan Hukum, 

Siyasah Tanfidziyyah, Hukum Positif 
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MOTTO 

 

كَُُوْا   اَهْلِهاَۙ وَاِذَا حَكََْتُُْ بيََْْ النَّاسِ اَنْ تََْ
ٓ نهتِ اِلٰه وا الَْْمه َ يأَمُْرُكُُْ اَنْ تؤَُدُّ اِنَّ الّلّه

 ِۗ ا يعَِظُكُُْ بِه  َ نِعِمَّ َ  اِنَّ  بِِلعَْدْلِِۗ اِنَّ الّلّه يْعًا كََنَ  الّلّه ا ۢ   سََِ  بصَِيًْْ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 

hendaklah kamu tetapkan secara adil.Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat. 

(QS. An-Nisa : 4/58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

―Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Terhadap 

Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial 

Dalam Kebebasan Berpendapat (Studi di Kepolisian Daerah 

Lampung).Sebelum membahas penelitian dengan judul 

tersebut,terlebih dahulu akan dijabarkan berbagai istilah yang 

terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan 

kesalahpahaman bagi pembaca. Dalam penegasan judul akan 

dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti 

kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat 

digambarkan dengan jelas. Adapun istilah yang perlu dijelaskan 

adalah sebagai berikut : 

1. Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah adalah sudut pandang ilmu yang 

mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan 

segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang 

dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-

dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemashlahatan 

umat.
1
 

2. Perlindungan Hukum  

Perlindungan Hukum diartikan dengan upaya 

melindungi yang dilakukan oleh pemerintah singkatnya, 

perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri 

dan memberikan perlindungan.
2
 

 

 

                                                           
1Wahyu Abdul Jafar, ‗Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur‘an Dan Hadits‘, 

Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol.3, No.1 (2018), 120. 
2 JDIH Kabupaten Sukoharjo, ‗Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara 

Memperolehnya‘, 2022 <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-

perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya.>. 
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2. Hukum Positif 

Hukum Positif yaitu kumpulan asas dan kaidah 

hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan 

mengikat secara umum dan ditegakan oleh atau melalui 

pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. 

3. Kebebasan Berpendapat  

 Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap 

individu untuk mengeluarkan idea tau gagasan dalam bentuk 

kritik, komentar, opini, dan saran kepada pemerintah 

masyarakat maupun lembaga negara baik secara lisan 

maupun tulisan.
3
 

4. Media Sosial  

          Media Sosial adalah interaksi antara individu dengan 

menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi 

idea tau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau 

jaringan.
4
 

Berdasarkan pada penegasan kalimat diatas maka yang 

dimaksud penulis dalam judul ―Tinjauan Fiqh Siyasah dan 

Hukum Positif Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum 

Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat‖. 

Adalah bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif 

Terhadap Implementasi Perlindungan HukumBagi Pengguna 

Media Sosial Dalam Kebebasan berpendapat 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Hak kebebasan berpendapat adalah Hak Asasi Manusia 

yang dilindungi serta dijamin oleh negara. Oleh karena itu, 

Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang 

untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 

                                                           
3Sumiati, Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam 

Perspektif Yuridis Dan Fiqh Siyasah (Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara, UIN 

Antasari Banjarmasin, 2022), 1. 
4Erwin Jusuf Thaib, Problematika Dakwah Di Media Sosial (Sumatra Barat: 

Insan Cendekia Mandiri, 2021),8. 
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yang berbunyi : ―Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul dan mengeluarkan pendapat.‖ Aturan diatas 

menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak 

mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh 

negara.  

Demokrasi menjamin adanya perlindungan hukum dalam 

kebebasan berpendapat, Amien Rais menyatakan bahwa terdapat 

kriteria demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Salah 

satunya ialah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan 

yakni: Kebebasan mengeluarkan pendapat, Kebebasan pers, 

Kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama. Bila rakyat 

sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat maka 

itu pertanda tiadanya demokrasi.
5
 

Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin pesat 

maka semakin canggih pula perkembangan teknologinya, 

maraknya berbagai platform media sosial membuat masyarakat 

dengan mudah dan cepat untuk mengkritik atau meyampaikan 

informasi yang jangkauan audience nya sangat luas. Media sosial 

sebagai ruang public memberikan dampak positif dalam negara 

demokrasi, pasalnya aspirasi public dapat diserap melalui media 

sosial. Namun dalam praktiknya ketika masyarakat mengeluarkan 

aspirasi atau memberi kritik dan saran di media sosial tak jarang 

pula keamanan hidupnya terancam dan dilaporkan kepada pihak 

yang berwajib. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan 

peraturan hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang 

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana 

yang diketahui oleh masyarakat, dimana pada saat setelah 

disahkannya UU ini menuai kontrovesi dalam hal perlindungan 

terhadap kebebasan berpendapat bagi masyarakat.   

                                                           
5Krisna Harahab, HAM Dan Upaya Penegakannya Di Indonesia (Bandung: 

Grafiti, 2003), 73. 
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Contoh kasus nya yaitu seorang pemuda yang benama 

Bima Yudho berasal dari Lampung Timur sedang menempuh 

pendidikannya di Australia ia menyampaikan pendapatnya 

melalui video yang berdurasi 3 menit 28 detik dengan penuh 

kekecewaan di unggahan akun media sosialnya yaitu 

@awbimaxreborn ia menyatakan kondisi di Lampung yang 

menurutnya tidak mengalami kemajuan mulai dari pendidikan 

hingga infrastruktur jalan, atas konten tersebut Bima Yudho 

diadukan ke Polda Lampung terkait pelanggaran Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik ia dituduh mencemarkan 

nama baik. 

Adanya kasus ini membawa efek yang sangat luas, dimana 

banyak para jurnalis, masyarakat, praktisi bahkan tokoh politik 

pun memberikan perhatian terhadap masalah yang dihadapi Bima 

Yudho, mereka beranggapan bahwa kasus tersebut telah 

mengekang adanya kebebasan berpendapat yang telah dijunjung 

tinggi dan diakui keberadaanya dalam demokrasi Indonesia ini. 

Meskipun banyak juga yang beranggapan bahwa kebebasan 

berpendapat yang diberikan cenderung berlebihan dan tidak 

memandang hak-hak serta kewajiban yang lain. 

Meskipun ada aturan yang melindungi hak kebebasan 

berpendapat, tidak jarang ada orang yang memanfaatkan 

peraturan tentang hak kebebasan berpendapat untuk kepentingan 

pribadi. Dapat dilihat bahwa di media sosial banyak sekali orang-

orang menyebarkan hal-hal negative baik dari kalangan orang 

tua, anak muda serta tak jarang tokoh masyarakat, tokoh politik 

dan semua orang dapat kehilangan kendali mereka dalam 

mengemukakan pendapat di media sosial. Konsep kebebasan 

berpendapat masih belum jelas bentuknya, apakah setiap orang 

diberikan kebebasan sebebas-bebasnya dalam mengungkapkan 

pendapatnya di media sosial? atau masyarakat Indonesia yang 

belum paham atau belum jelas mengenai batasan-batasan apa 

yang harus diperhatikan ketika mereka hendak mengungkapkan 

kebebasan berpendapat di media sosial? Ketidak jelasan bentuk 

dari kebebasan berpendapat ini dapat menimbulkan perpecahan di 

kalangan masyarakat Indonesia,sehingga dibutuhkan sesuatu 
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untuk mengenengahkan masyarakat agar tidak terjadinya pecah 

belah masyarakat yang dikarenakan orang-orang 

memperdebatkan yang mana benar dan yang salah. 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penulis hanya fokus meneliti 

tentang Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Terhadap 

Implementasi Perlindungan HukumBagi Pengguna Media Sosial 

Dalam Kebebasan Berpendapat. Selanjutnya peneliti menetapkan 

sub-fokus penelitiannya yaitu Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum 

Positif Terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, 

maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi yang dilakukan oleh Kepolisian 

Daerah (POLDA) Lampung dalam memberikan 

perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam 

kebebasan berpendapat? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif 

terhadap implementasi perlindungan hukum bagi pengguna 

media sosial dalam kebebasan berpendapat? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Implementasi Kepolisian Daerah 

(POLDA) Lampung dalam memberikan perlindungan 

hukum bagi pengguna media sosial dalam kebebasan 

berpendapat. 

2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif 

terhadap implementasi perlindungan hukum bagi pengguna 

media sosial dalam kebebasan berpendapat. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapakan dapat memberi 

informasi dan pengetahuan bagi pembaca tentang ilmu 

hukum tata negara dan mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah 

dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Perlindungan 

HukumBagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan 

berpendapat. 

2. Secara Praktisi,yaitu untuk memperluas wawasan dan 

intelektual bagi penulis, serta memberikan sumbangan 

pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 

muncul dengan lebih kritis. 

3. Secara Akademis yaitu,untuk memenuhi syarat wajib bagi 

setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi oleh Afifah Fauziah, Program Studi Hukum Tata 

Negara Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri  Ar-

Raniry Banda Aceh (2022).Dengan Penelitian skripsi yang 

berjudul Penelitian Eksistensi Petisi Online di Indonesia 

Sebagai Bentuk Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum 

Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk 

bagaimana mendeskripsikan Eksistensi Petisi Online di 

Indonesia Sebagai Bentuk Kebebasan Berpendapat Menurut 

Hukum Positif dan Hukum Islam. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode kualitatif dan pada jenis penelitian 

ini tergolong kepada penelitianpustaka (Library Research) 

Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan berbentuk 

karya ilmiah seperti buku, artikel dan sebagainya. 

Hasil  kesimpulan dari penelitian ini adalah ketentuan 

hukum positif tentang petisi online sebagai bentuk 

kebebasan berpendapat belum memiliki kekuatan hukum 

dan tidak ada kewajiban pemerintah untuk merespon isu-isu 

yang terkait. Akan tetapi secara implicit petisi online dapat 

berpayung pada Undang-undang kebebasan berpendapat, 



 7 

Undang-undang tentang HAM dan Undang-undang yang 

mengatur tentang teknologi dan informasi.
6
 

2. Skripsi oleh Sumiati Program Studi Hukum Tata Negara 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari 

Banjarmasin (2022). Dengan judul  Penelitian Kebebasan 

Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial Dalam 

Perspektif Yuridis dan Fiqh Siyasah. Metode yang 

digunakan dalam penelitian hukum normatif yakni, 

penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian ini 

mengkaji tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi di 

media sosial ditinjau dari perspektif yuridis dan fiqh siyasah 

dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta buku 

Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif 

(normatif legal research). 

Hasil dari penelitian ini bertolak dari banyaknya 

kasus-kasus yang terjadi di Indonesia tentang pelanggaran 

hak dan kebebasan yang dikenakan pasal-pasal yang ada di 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 

2008 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, padahal kebebasan berpendapat 

dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang 

dilindungi oleh negara sebagaimana tercantum di dalam 

UUD NRI 1945 Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), Pasal 1 UU 

No.9 tahun 1998 dan Pasal 23 ayat (2) UU No.39 tahun 

1999.
7
 

                                                           
6 Afifah Fauziah, Eksistensi Petisi Online Di Indonesia Sebagai Bentuk 

Kebebasan Berpendapat Dengan Unsur-Unsur Hukum Positif Dan Hukum Islam ( 

Disertasi Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara, UINAr-Raniry Banda Aceh, 2022). 
7Sumiati, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial Dalam 

Perspektif Yuridis dan Fiqh Siyasah (Disertasi Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara, 

UIN Antasari Banjarmasin, 2022). 
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3. Skripsi oleh Sofwan Asfa Program Studi Hukum Tata 

Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung (2020). Dengan judul Penelitian Analisis 

Fiqh Siyasah dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 

Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan 

Umum Terhadap Aksi Demontrasi. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian hukum normative, sifat 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dan 

menggunakan metode dokumentasi. Hasil kesimpulan dari 

hasil penelitian ini yaitu, dalam fiqh siyasah melaksanakan 

aksi demontrasi diperbolehkan, dikarenakan merupakan 

prinsip dari amar ma‘ruf nahi munkar sebagai dorongan 

dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemunkran 

(keburukan), karena dalam islam memperjuangkan 

kebenaran hukumnya wajib,sedangkan berdasarkan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Depan Umum pun jelas telah 

diperbolehkan dalam melaksanakan aksi demontrasi dengan 

catatan harus mengikuti tata cara menyampaikan pendapat di 

depan umum yang telah dijelaskan dalam Undang-undang 

tersebut.
8
 

4. Skripsi oleh Indah Humairoh, Program Studi Hukum Tata 

Negara Fakultas Syari‘ah dan Ekonomi Islam Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Curup tahun 2022. Dengan judul 

penelitannya yaitu, Penyebar Berita Hoaks Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik Dimedia Sosial Dari Tinjauan 

Fiqh Siyasah. Dalam penelitian ini membahas tentang 

undang-undang nomor 19 tahun 2016 pasal apa saja yang 

memuat tentang hoax dan tinjauan fiqh siyasah terhadap 

berita hoaks yang di atur dalam undang-undang no 19 tahun 

2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jenis 

penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian normatif 

                                                           
8Sofwan Asfa, Analisis Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Depan Umum Terhadap Aksi 

Demontrasi (Disertasi Fakultas Syariah, Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan 

Lampung, 2021). 
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dan menggunakan metode pendekatan yuridis normative 

(Normative Legal Research). Hasil kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu Penyebaran dan sanksi mengenai 

penyebaran berita hoaks telah diatur dalam Undang-Undang 

No 19 Tahun 2016 pada Pasal 27 Ayat 3, Pasal 28 Ayat 1 

dan 2, serta pasal 45A dan Dalam tinjauan Fiqh Siyasah 

adanya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE 

merupakan tindakan antisipasi terhadap penyebaran berita 

bohong, sehingga dalam pandangan islam Undang-Undang 

tersebut telah sesuai dengan islam, karena pada dasarnya 

islam sangat tidak mentolerir akan adanya berita bohong, 

apapun alasannya.
9
 

5. Skripsi Moch Sulaiman dalam skripsi UIN Sunan Ampel 

(2021) yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum 

Positif Terhadap Kebebasan Berpikir Dan Berpendapat 

Dalam Kasus Peretasan Situs Tempo". Dalam penelitiannya, 

skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan 

jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang 

bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa 

kebebasan berpikir dan berpendapat ini, menurut hukum 

positif ada dalam pasal 28 UUD 1945, yakni ―kemerdekaan 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan‖. Serta pasal 

28E ayat (3), yakni ―tiap orang berhak atas kebebasan 

mengeluarkan pendapat‖, dari dua pasal tersebut 

menegaskan hubungan erat antara kebebasan berpikir dan 

berpendapat. Lalu diatur lebih lanjut dalam pasal 23 ayat (2) 

UU HAM, yakni ―tiap orang berhak mempunyai, dan 

menyebarkan pendapat, secara lisan atau tulisan dan melalui 

media cetak atau elektronik, yang sesuai dengan nilai-nilai 

agama, moral, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa‖. 

Artinya kita harus melakukan kebebasan ini dengan penuh 

tanggung jawab. Jika dikaitkan dengan kasus peretasan situs 

tempo yang menghapus isi berita dan mengubah tampilan 

                                                           
9 Indah Humairoh, Penyebar Berita Hoaks Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dimedia Sosial 

Dari Tinjauan Fiqh Siyasah (Disertasi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas 

Syari‘ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri, 2022). 
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situsnya, hal ini bisa mengancam kemerdekaan pers sebagai 

wujud dari kedaulatan rakyat yang telah dijamin dalam pasal 

2 UU PERS. Serta dalam tinjauan fiqh siyasah berhubungan 

dengan siyasah dusturiyah yang kajiannya cukup luas. 

Adapula kajian fiqh al-hurriyah tentang kebebasan, yang 

lebih dikenal dengan fiqh HAM. Kajian HAM ini selaras 

dengan tujuan syari‘at (maqoshid al-syari‘ah), yang 

membahas terkait lima kemaslahatan (Al-Kulliyati Al-

Khams) atau tujuan pokok (Al-dharuriyat al-Khams), salah 

satunya hifdzu al-aqli (perlindungan terhadap akal). 

Kebebasan berpikir dan berpendapat ini sangat berkaitan 

dengan perlindungan terhadap akal tersebut.
10

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan berbagai 

metode dan praktisi serta teori yang dipergunakan dalam praktek 

operasional kerja penelitian ilmiah.
11

Untuk membahas masalah 

dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian 

guna memperloleh data yang berhubungan dengan masalah yang 

akan dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat 

dan jelas. Oleh sebab itu, terdapat beberapa langkah penelitian 

yang dilakukan oleh penulis, yaitu: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research). Penelitian Lapangan adalah 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data 

dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu 

pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian 

ini dilakukan secara langsung metode penelitian 

                                                           
10 Moch Sulaiman, Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Terhadap 

Kebebasan Berpikir Dan Berpendapat Dalam Kasus Peretasan Situs Tempo (Program 

Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari‘ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel, Surabaya, 2021). 
11Bunyana Solihin, Metode Penelitian Syari‟ah (Yogyakarta: Kreasi Total 

Media, 2018), 152. 
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deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan 

objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, 

dan terperinci.
12

 Selain lapangan penelitian ini juga 

menggunakan penelitian kepustakaan atau (Library 

Research) sebagai pendukung dalam melakukan 

penelitian, dengan menggunakan literature yang ada di 

perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan 

diteliti.
13

 

b. Sifat Penelitian 

  Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode 

deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu 

objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran 

secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur 

yang ada atau fenomena tertentu. Dalam kaitannya 

penelitian ini menggambarkan tentangTinjauan Fiqh 

Siyasah dan Hukum Positif Terhadap Implementasi 

Perlindungan HukumBagi Pengguna Media Sosial 

Dalam Kebebasan berpendapat. 

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli 

atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai 

narasumber.
14

 Di dalam penelitian ini sumber primer 

diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 

Anggota Kepolisian di Polda Lampung. 

b. Data Skunder adalah, data yang menjadi bahan 

penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi 

sumber-sumber pendukung yang dapat memberikan 

data pendukung seperti buku, jurnal, peraturan daerah, 

undang-undang, website dan lain lain yang menunjang 

                                                           
12 Susiadi, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut 

Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12. 
13Moh.Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Galia Indonesia, 2003), 57. 
14Jonathan Sarwono, Metode Riset Skripsi (Jakarta: Alexmedia, 2012), 37. 
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sumber data primer dengan cara membaca dan mencatat 

sebagai bahan yang sesuai dengan pokok pembahasan 

yang akan diteliti.
15

 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang berdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliput seluruh 

karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau 

objek ini. Populasi meliputi keseluruhan yang terlibat 

dari objek penelitian. Untuk itu dalam penelitian ini 

populasinya  berjumlah 53 orang dari keseluruhan 

Anggota Subdit V Cyber Crime dan pengguna Media 

Sosial.  

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 

dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat 

dianggap mewakili populasi.
16

 Adapun cara dalam 

menentukan sampel, penulis menggunakan cara 

Purposive Sampling hal ini dilakukan dengan cara 

mengambil subyek didasarkan atas adanya tujuan 

tertentu. Purposive Sampling adalah teknik penentuan 

sampel yang dipandang mempunyai sangkut paut yang 

erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya. Untuk 

itu sample dalam penelitian ini seluruhnya 6 orang. 

Dengan 3 Responden dari Subdit V Cyber Crime dan 3 

Pengguna Sosial Media. 

                                                           
15Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 8. 
16 Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan 

Fakultas Syari‘ah, 2014), 81. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi : 

a. Wawancara ( interview) 

Wawancara merupakan metode dengan cara 

pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui 

kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data 

(pewawancara) dengan sumber data (informan).
17

 

b. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan atau observasi adalah metode 

pengumpulan data dimana penelitian atau 

kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang 

mereka saksikan selama penelitian.
18

Metode observasi 

dapat dimaksud suatu cara pengambilan data melalui 

pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa 

yang ada dilapangan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-

hal atau variable yang berupa buku, surat, majalah, 

agenda dan lainya.
19

 Adapun penggunaan teknik 

dokumentasi untuk menggunakan data yang objektif 

dengan cara mengumpulkan data dan mengutip 

dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. 

d. Studi pustaka 

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi 

tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai 

sumber yang dipublikasikan secara luas serta 

dibutuhkan dalam penelitian normatif.
20

 Studi ini 

bermaksud untuk mengumpulkan data dan memahami 

                                                           
17Rianto Adi, Metodelogi Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), 72. 
18Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Grasindo,cet.1, 2002), 116. 
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231. 
20 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan. III 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81. 
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data-data sekunder dengan berpijak pada literatur dan 

dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. 

 

5. Teknik Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. 

Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara sebagai 

berikut:
21

 

1. Editing 

Editing adalah tekhnik pengumpulan data dengan 

cara memeriksa kelengkapan data yang telah 

dikumpulkan. Yaitu dengan mengadakan 

pemeriksaan kembali data-data yang telah 

dihasilkan. 

2. Organizing 

Organizing yaitu menyusun dan mensistematika 

data berdasarkan urutan masalah kemudian hasil 

data yang telah diedit disusun dan dikelompokan 

sesuai dengan urutan masalah. 

3. Analizing 

Analizing dalam penelitian ini adalah penafsiran 

hukum terhadap data yang diperoleh yang 

dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara 

menguraikan data yang bermutu dalam bentuk 

kalimat yang teratur, logis, tidak timpang tindih 

dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data 

dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan 

dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, 

teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan. 

 

 

 

                                                           
21Susiadi, Metodelogi Penelitian (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas 

IAIN Radn Intan Lampung, 2014), 115. 
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6. Teknik Analisis data 

 Analisis data adalah penanganan terhadap suatu objek 

ilmiah tertentu dengan memilih antara pengertian yang 

satu dengan pengertian yang lain untu memperoleh 

kejelasan mengenai halnya.
22

 Setelah sumber data 

terkumpul melalui instrumen pengumpulan data, maka 

selanjutnya data  akan dianalisa secara kualitatif. Setelah 

analisa selesai, maka hasilnya akan disajikan secara 

deskriptif. Yaitu suatu penjelasan dan perinterpretasian 

secara logis, sistematis dan kemudian akan ditarik 

kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang di 

angkat dengan menggunakan pola pikir induktif. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini akan 

dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun Pemaparan dari ke 

lima bab tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, pada bab ini merupakan 

pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan skripsi 

dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Terhadap 

Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial 

Dalam Kebebasan Berpendapat (Studi di Kepolisian Daerah 

Lampung). Kemudian dalam bab ini memuat penegasan judul, 

fokus dan sub-fokus penelitianmasalah, fokus dan sub-fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metodelogi 

penelitian dan sistematika pembahasan.  

BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan 

memaparkan pengertian tentang Fiqh Siyasah, Ruang Lingkup 

dan Prinsip-prinsipFiqh Siyasah, Pengertian Siyasah 

Tanfidziyyah, Prinsip dan Ruang Lingkup Siyasah 

Tanfidziyyah,Kebebasan Berpendapat Menurut Fiqh 

Siyasah,Perlindungan Hukum dalam Fiqh Siyasah,Pengertian 

                                                           
22 Soerjono Soekamto, Filsafat Ilmu Pengetahuan (Yogyakarta : 

Nurcahya,1989),136. 
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Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif, Perlindungan 

Hukum Bagi Warga Negara Indonesia, Batasan-batasan dalam 

Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. 

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini 

peneliti akan memaparkan tentang Profil Kepolisian Daerah 

(POLDA) Provinsi Lampung, Sejarah Kepolisian Daerah 

(POLDA) Lampung, Pergantian Kepimpinan Kepolisian Daerah 

(POLDA) Lampung, Visi Misi Kepolisian Daerah (POLDA) 

Lampung, Profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus 

(DITRESKRIMSUS) Polda Lampung, Visi dan Misi Direktorat 

Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Polda Lampung, 

Tugas PokokDirektorat Reserse Kriminal Khusus 

(DITRESKRIMSUS) Polda Lampung, Struktur Organisasi 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Polda 

Lampung, Tugas dan Fungsi Subdit V Tidak Kejahatan Maya 

(Cyber Crime), dan Tinjauan Perlindungan Hukum Bagi 

Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat Menurut 

Hukum Positif. 

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini peneliti akan 

memaparkan analisis tentang Implementasi Kepolisian Daerah 

(POLDA) Lampung Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media 

Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial serta 

Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Terhadap 

Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial 

Dalam Kebebasan Berpendapat. 

BAB V Penutup, pada bab ini memuat cakupan berupa 

penutup dari hasil kesimpulan skripsi ini, serta adanya saran dan 

rekomendasi sebagai keterangan tambahan. 



69 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai Tinjuan 

Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Terhadap Implementasi 

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam 

Kebebasan Berpendapat (Studi di Kepolisian Daerah Lampung ). 

1. Implementasi perlindungan hukum yang diberikan 

Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di 

media sosial sudah terimplementasikan dengan cukup baik 

namun belum berjalan dengan optimal, karena masih 

banyaknya laporan atas tindakan kejahatan media sosial 

yang masuk ke Subdit V Cyber Crime yaitu ada 32 kasus 

selama 2023 serta kurang meratanya sosialisasi tentang 

pengguna media sosial dengan bijak hal ini membuat 

masyarakat kurang teredukasi atas ruang kebebasan 

berpendapat yang dilakukan. Dan minimnya Sumber Daya 

Manusia (SDM) juga sarana prasarana yang kurang sehingga 

kinerja pada pegawai Subdit V Cyber Crime belum bekerja 

dengan optimal. Namun ada upaya baik yang terlaksanakan 

oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung yaitu dengan 

mengadakan Cyber Community sebagai wadah informasi 

tentang kejahatan media sosial dan ini terdiri dari dosen 

hingga mahasiswa dan juga pada lembaga penegak hukum. 

Serta melakukan sosialisasi ke beberapa Universitas di 

Bandar Lampung. 

2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Perlindungan 

Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan 

Berpendapat bahwasannya dalam pelaksanaannya 

Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung sudah berjalan 

cukup baik namun belum optimal karena belum memenuhi 

prinsip-prinsip fiqh siyasah tanfidziyyah yaitu prinsip 
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kekuasaan sebagai amanah dan prinsip peneggakan keadilan. 

Sehingga hal ini dalam pengelolaannya Kepolisian Daerah 

(POLDA) Lampung belum sepenuhnya memberikan 

kemashalatan kepada masyarakat. Tinjauan menurut Hukum 

Positif terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi 

Pengguna Media Sosial Dalam Kebebasan Berpendapat 

yang diberikan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung 

yaitu belum berjalan dengan optimal karena kebebasan 

berpendapat bukan termasuk non derogable rights yaitu Hak 

Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat di batasi. Oleh 

sebab itu menurut penulis, perlindungan hukum atas 

kebebasan perpendapat baik lisan maupun tulisan tidak 

dijelaskan secara rinci bagaimana wujud perlindungannya. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung diharapkan lebih 

untuk mengadakan sosialisasi, atau seminar pembelajaran 

tentang penggunaan media sosial yang baik dan merata, dan 

melengkapi sarana prasarana juga Sumber Daya Manusia 

(SDM) pada Subdit V Cyber Crime agar pekerjaan berjalan 

dengan lebih baik dengan menerapkannya, maraknya kasus 

kebebasan berpendapat di media sosial seperti hoax, 

pencemaran nama baik dan sebagainya dapat berkurang juga 

masyarakat lebih teredukasi terhadap penggunaan media 

sosial yang baik dan benar untuk kedepannya.  

2. Pada pengguna media sosial harus lebih bijak dan berhati-

hati dalam menyampaikan pendapat di media sosial berilah 

dampak yang positif, menjunjung tinggi nilai etika dalam 

berkomunikasi dan lebih selektif dalam menyampaikan 

informasi. 
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